PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di

Kelurahan;

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
dan
BUPATI PATI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. Bupati adalah Bupati Pati.

4. Camat adalah Kepala Wilayah Kerja Kecamatan sebagai unsur

perangkat Daerah.

5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah

dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

7. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah

dalam memberdayakan masyarakat.

8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga
kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara
dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-
royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan
kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan,
kemasyarakatan di Kelurahan dan meningkatkan peran serta

masyarakat dalam pembangunan.



10.

11.

Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga
kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka
mengkoordinasikan kegiatan RT.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya
disingkat LPMK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk
warga Kelurahan yang bersangkutan untuk membantu Kelurahan
dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta

menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya
disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan
masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari,
oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri,
kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan

lingkungan.
BAB Il
PEMBENTUKAN
Pasal 2
Di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.

Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti :

a. Rukun Tetangga (RT);

b. Rukun Warga (RW);

c. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

d. Karang Taruna;

e

. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui

musyawarah mufakat.



BAB llI
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah :

a. untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kegotongroyongan,
menumbuhkembangkan peran serta masyarakat secara optimal
guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih
berdaya guna dan berhasil guna;

b. untuk membantu kelancaran tugas Lurah dalam pelaksanaan
urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat ;

c. sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
Pasal 4

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan bertujuan untuk mempercepat
terwujudnya pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan

masyarakat serta pelaksanaan urusan pemerintahan.
BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Lurah dalam
pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;

b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan
masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintahan

kepada masyarakat;



penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan
serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil
pembangunan secara partisipatif;

penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi
serta swadaya gotong royong masyarakat;

penggali, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya
keserasian lingkungan hidup;

pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan,
penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba) bagi
remaja;

pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara

Kelurahan dan masyarakat.

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban :

a.

¢ o o T

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;

menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan
membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan.
BAB V
KEGIATAN

Pasal 8

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan :

a.

b
C.
d

peningkatan pelayanan masyarakat;

. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

pengembangan kemitraan;

. pemberdayaan masyarakat meliputi, bidang politik, ekonomi, sosial

budaya, dan lingkungan hidup; dan
peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi
masyarakat setempat.



Pasal 9

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikelola

oleh

Lembaga kemasyarakatan melalui sistem  manajemen

pembangunan kelurahan yang partisipatif.

(3)

(1)

BAB VI
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN
Pasal 10

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah
dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan

dan kepedulian.

Susunan dan jumlah pengurus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 11

Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan adalah Warga Negara

Republik Indonesia, penduduk Kelurahan yang bersangkutan.

Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang Lembaga

Kemasyarakatan.
BAB VII
TATA KERJA

Pasal 12

Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lurah bersifat

konsultatif dan koordinatif.

(1)

BAB VIII
HUBUNGAN KERJA
Pasal 13

Hubungan kerja antar Lembaga Kemasyarakatan bersifat konsultatif

dan koordinatif.



(2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Pihak Ketiga

bersifat kemitraan.

BAB IX

SUMBER DANA

Pasal 14

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari :

swadaya masyarakat;
bantuan di anggaran Pemerintah Kelurahan;
bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;

bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah
ini, Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada harus disesuaikan

dengan Peraturan Daerah ini.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus sudah
ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan

Daerah ini.
Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten
Pati Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2001 Nomor 79) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, @ memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 24 Maret 2007

BUPATI PATI,

Ttd
TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 24 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd
SRI MERDITOMO
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 14 TAHUN 2007
TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN

UMUM

Untuk meningkatkan para peserta masyarakat Kelurahan dalam
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta
memelihara nilai-nilai gotong royong, kerukunan dan kekeluargaan, serta
meningkatkan pemberdayaan maka di Kelurahan perlu dibentuk lembaga
kemasyarakatan.

Lembaga kemasyarakatan yang dapat dibentuk di Kelurahan meliputi
Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga,
Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berdasarkan ketentuan dalam ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, pengaturan

Lembaga Kemasyarakatan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dapat dibentuk” adalah didasarkan pada
pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan
oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak
tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Ayat (2)
Cukup jelas.



Ayat (3)
Musyawarah mufakat dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat yang terdiri
dari pengurus lembaga kemasyarakatan, pemuka masyarakat yang
jumlahnya proporsional dari jumlah Kepala Keluarga yang ada.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “‘membantu dalam pelaksanaan pemerintahan,
pembangunan, sosial kemasyarakat dan pemberdayaan masyarakat” adalah
membantu dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan,
pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Pasal 6

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Penumbuhkembangkan, penggerakkan prakarsa dan partisipasi, serta
swadaya gotong royong masyarakat dilakukan oleh kader
pemberdayaan masyarakat.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.



Huruf j

Pasal 7

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan sistem manajemen pembangunan kelurahan yang

partisipatif adalah penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan

pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan

dilakukan secara partisipatif.

Pasal 10

Ayat

Ayat

Ayat

Pasal 11

(1)

Yang dimaksud dengan “kemauan” adalah sesuatu yang mendorong dan
menumbuhkan minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu
kegiatan.

Yang dimaksud dengan “kemampuan” adalah kesadaran atau keyakinan
pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran,
tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan “kepedulian” adalah sikap atau perilaku
seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khsusus, pribadi dan strategis
dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan suatu
kegiatan.

(2)

Cukup jelas.

3)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan bersifat “konsultatif’ adalah bahwa lembaga

kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah

dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.



Yang dimaksud dengan bersifat “koordinatif’ adalah bahwa lembaga
kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah

dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” seperti pihak swasta, perbankan,

Lembaga Swadaya Masyarakat dan perguruan tinggi.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR13



	NOMOR14TAHUN2007
	Menimbang:bahwauntukmelaksanakanketentuandal
	Mengingat:1.Undang-UndangNomor13Tahun1950t
	Undang-UndangNomor10Tahun2004tentangPembentu
	Undang-UndangNomor32Tahun2004tentangPemerint
	PeraturanPemerintahNomor73Tahun2005tentangK
	DenganPersetujuanBersama
	DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENPATI
	dan
	BUPATIPATI
	MEMUTUSKAN:
	Menetapkan:PERATURANDAERAHTENTANGPEMBENTUKAN
	BABI
	KETENTUANUMUM
	Pasal1
	DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan:
	DaerahadalahKabupatenPati.
	PemerintahanDaerahadalahPemerintahKabupatenPa
	BupatiadalahBupatiPati.
	CamatadalahKepalaWilayahKerjaKecamatansebaga
	KelurahanadalahwilayahkerjaLurahsebagaiPeran
	LurahadalahKepalaKelurahan.
	LembagaKemasyarakatanadalahlembagayangdibent
	RukunTetanggayangselanjutnyadisingkatRTadala
	RukunWargayangselanjutnyadisingkatRWadalahl
	LembagaPemberdayaanMasyarakatKelurahanyangsel
	PemberdayaandanKesejahteraanKeluargayangselan
	BABII
	PEMBENTUKAN
	Pasal2
	DiKelurahandapatdibentukLembagaKemasyarakatan
	LembagaKemasyarakatanyangdibentukdiKelurahan
	RukunTetangga(RT);
	RukunWarga(RW);
	PemberdayaandanKesejahteraanKeluarga(PKK);
	KarangTaruna;
	LembagaPemberdayaanMasyarakatKelurahan.
	Pembentukanlembagakemasyarakatansebagaimanadim
	BABIII
	MAKSUDDANTUJUAN
	Pasal3
	MaksudpembentukanLembagaKemasyarakatanadalah:
	untukmemeliharadanmelestarikannilai-nilaikego
	untukmembantukelancarantugasLurahdalampelaks
	sebagaiupayadalamrangkaperencanaan,pelaksanaa
	Pasal4
	PembentukanLembagaKemasyarakatanbertujuanuntuk
	BABIV
	TUGAS,FUNGSIDANKEWAJIBAN
	Pasal5
	LembagaKemasyarakatanmempunyaitugasmembantuLu
	Pasal6
	Dalammelaksanakantugassebagaimanadimaksuddala
	penampungandanpenyaluranaspirasimasyarakat;
	penanamandanpemupukanrasapersatuandankesatua
	peningkatankualitasdanpercepatanpelayananPeme
	penyusunanrencana,pelaksanadanpengelolapemban
	penumbuhkembangandanpenggerakprakarsadanparti
	penggali,pendayagunaandanpengembangansumberda
	pengembangankreatifitas,pencegahankenakalan,pe
	pemberdayaandanpeningkatankesejahteraankeluarg
	pemberdayaandanperlindunganhakpolitikmasyarak
	pendukungmediakomunikasi,informasi,sosialisasi
	Pasal7
	LembagaKemasyarakatanmempunyaikewajiban:
	memegangteguhdanmengamalkanPancasila,melaksan
	menjalinhubungankemitraandenganberbagaipihak
	mentaatiseluruhperaturanperundang-undangan;
	menjagaetikadannormadalamkehidupanbermasyara
	membantuLurahdalampelaksanaankegiatanpemerint
	BABV
	KEGIATAN
	Pasal8
	Lembagakemasyarakatanmempunyaikegiatan:
	peningkatanpelayananmasyarakat;
	peningkatanperansertamasyarakatdalampembangun
	pengembangankemitraan;
	pemberdayaanmasyarakatmeliputi,bidangpolitik,
	peningkatankegiatanlainnyasesuaikebutuhandan
	Pasal9
	PelaksanaankegiatansebagaimanadimaksuddalamPa
	BABVI
	KEPENGURUSANDANKEANGGOTAAN
	Pasal10
	PengurusLembagaKemasyarakatandipilihsecaramus
	Susunandanjumlahpengurussebagaimanadimaksu
	KetentuanlebihlanjutmengenaiTataCaraPembentu
	Pasal11
	KeanggotaanLembagaKemasyarakatanadalahWargaNe
	KeanggotaanLembagaKemasyarakatansebagaimanadim
	BABVII
	TATAKERJA
	Pasal12
	TatakerjaLembagaKemasyarakatanKelurahandengan
	BABVIII
	HUBUNGANKERJA
	Pasal13
	HubungankerjaantarLembagaKemasyarakatanbersif
	HubungankerjaLembagaKemasyarakatandenganPihak
	BABIX
	SUMBERDANA
	Pasal14
	Danakegiatanlembagakemasyarakatandapatbersumb
	swadayamasyarakat;
	bantuandianggaranPemerintahKelurahan;
	bantuanPemerintah,PemerintahProvinsi,danPemer
	bantuanlainyangsahdantidakmengikat.
	BABX
	KETENTUANPERALIHAN
	Pasal15
	Palinglambat2(dua)tahunsejakdiundangkannyaP
	BABXI
	KETENTUANPENUTUP
	Pasal16
	PeraturanPelaksanaanatasPeraturanDaerahiniha
	Pasal17
	DenganberlakunyaPeraturanDaerahini,Peraturan
	Pasal18
	PeraturanDaerahinimulaiberlakupadatanggaldi
	Agarsetiaporangdapatmengetahuinya,memerintah
	UMUM
	PASALDEMIPASAL
	Pasal1
	Pasal2
	Pasal3
	Pasal4
	Pasal5
	Pasal6
	Pasal7
	Pasal8
	Pasal9
	Pasal10
	Pasal11
	Pasal12
	Pasal13
	Pasal14
	Pasal15
	Pasal16
	Pasal17
	Pasal18
	TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENPATINOMOR13



